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BAB 1 

PERKEMBANGAN AGRARIA NASIONAL 

1.1.Hukum Agraria di Indonesia Dalam Sejarah 
Berawal dari Konflik antara golongan Liberal dan 

Golongan konservatif di Belanda mengakibatkan raja 
mengeluarkan instruksi pada Gubernur Jendral utuk 
malakukan suatu survey dijawa, pada tahun 1870 pemerintah 

Belanda mengeluarkan Agrarische Wet yang isinya 

menekankan pada dua hal, dimungkinkannya peusahaan-

perusahaan perkebunan swasta dan diakuinya eksistensi 

tanah-tanah pribumi atas hak adat mereka. 
Kaum liberal menekankan perlunya perusahaan swasta 

dizinkan untuk mengolah tanah, yaitu dengan mengakui hak 

kepemilikan perseorangan atas tanah yang dimiliki oleh orang 

Indonesia asli sehingga tanah tersebut dapat disewakan atau 

dijual oleh mereka; dan menyatakan semua tanah yang 

kepemilikannya tidak dapat dibuktikan menjadi tanah negara. 

Oleh karena itu dapat tersedia tanah yang cukup untuk 

disewakan kepada pihak swasta untuk jangka waktu yang 

lama (99 tahun) pada tingkat harga yang rendah.2 Kaum 

1 Winahyu Herwiningsih.1997, menutip dari bukunya Rianto 

Bachiadi,et, al, eds, Perubahan politik dan Agenda Perbaharuan 

Agararia Diindonesia, FE UL Jakarta, h. 135 

2 J.S. Furnival, Netiherlands India, A Study of Rural 

Economy (London: Cambridge University Press, 1939), h. 78-79. Dikuip 



BAB 2 

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Tanah 

Secara etimologi kata "penguasaan" berasal dari kata 

kuasa" yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk 

berbuat sesuatu, kuatan atau wewenang atas sesuatu untuk 

menentukan (memerintah, 

sebagainya) sesuatu itu, sedangkan "penguasaan" dapat 
diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai 

atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.2 Jadi 

menurut bahasa, penguasaan atas tanah dapat diartikan 

sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai 

sebidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan 
dalam menggunakan dan 

kelangsungan hidup. 

mewakili, mengurus dan 

memanfaatkannya untuk 

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai 

dalam arti fisik juga dalam arti yuridis. Dalam arti fisik secara 
nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam 

penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis, dilandasi oleh 
"hak" yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi 

kewenangan kepada penmegang hak untuk menguasai secara 

29 Departemen Pendidikan dan Kedudayaan, 1990, Kamus 

Besar Bahasa mdonesia, (Jakarta: Balai Pustaka.), h. 467-468 
30 Kurnia Warman, 1998, Konversi Hak Atas Tanah Ganggam 

Bauntuak, menurut uuPA di Sumatra Barat, (Tesis Magister Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.), h. 18 

25 



BAB 3 

HAK-HAK ATAS TANAH 

3.1.Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah 

Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah, khususnya 

yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaaan dan hak-hak 

atas tanah (land tenure and land right) diperlukan lembaga 

pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum 
antara penmegang hak dengan tanah, peralihan hak tanah, hak 

tanggungan atas tanah peralihan hak tanggungan dan lain-

lain. Selain itu pendaftaran tanah merupakan sumber 

informasi untuk membuat keputusan dalam pengelolaan 

pertanahan baik dalam penataan penguasaan, pemilikan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, sampai saat ini undang-

undang pokok agraria masih merupakan landasan hukum 

menyelenggarakan pengelolaan pertanahan di 

penyelenggaraan pengelolaan 
pertanahan tanpa melakukan perubahan kebijakan nasional 
pertanahan akan mengandung implikasi hukum yang dapat 

menyebabkan cacatnya produk hukum yang berkaitan 

untuk 

Indonesia. Perubahan 

dengan hak atas tanah dan pendaftarannya 

Sebenarnya pelaksanaan pendaftaran tanah di di 
Indonesia telah terjadi sebelum UUPA lahir, dan sebelum 
Indonesia merdeka, tepatnya pada zaman pendudukan 
Hindia Belanda di Indonesia proses pendaftaran tanah telah 

36 K. Wantjik Saleh, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Cetakan 

kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.3 
37 



BAB 4 

LANDREFORM1 

4.1 Tinjauan Umum Mengenai Landreform 

Istilah Landreform pada mulanya dicetuskan 
Lenin dan banyak digunakan di negara komunis atau 

negara blok timur dengan adagium "land to the tiller" untuk 

memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena 

tekanan landlord, untuk kepentingan politis di negara tersebut. 

Di Indonesia, Landreform yang dimaksud tidak sama 

dengan yang dimaksud di negara komunis. Landreform 

oleh 

di negara Indonesia bukan hanya dalam pengertian politis 
belaka tapi juga dalam pengertian tehnis. Selain itu 

Landreform dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan 
negara atau golongan tertentu saja, tetapi ditujukan untuk 

memberikan kemakmuran bagi rakyat baik secara individual 
maupun bersama dengan cara mengakui adanya hak milik 

perorangan, sedangkan Landreform di Negara komunis adalah 

semata-mata untuk kepentingan partai. 

Pembaharuan agraria dalam bidang pertanahan 
khususnya penataan kembali struktur penguasaan tanah 

sebenarnya telah dikenal sejak jaman Romawi Kuno, 

sekalipun bentuk dan sifatnya berbeda-beda sepanjang 

jaman, sesuai dengan tuntutan jaman serta tergantung dari 

tujuan para elit yang berkuasa. Secara sepintas, latar belakang 

sejarah pencetusan gagasan Landreform diawali pada abad ke-

6 Sebelum Masehi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ella 
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BAB 5 

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH 

5.1 Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah. 

Pluralisnme dalam hukum pertanahan menimbulkan 

ketidakpastian hukum dalam bidang pertanahan, kehadiran 

UUPA adalah dalam rangka kodifikasi dibidang pertanahan 
sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

pemilik tanah, salah satu mekanisme untuk mengakhiri 

pluralisnm tersebut adalah dengan dilaksanakan suatu 

mekanisme pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pasal 1 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, memberikan rumusan mengenai pengertian 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 

berkesinambungan dan teratur, menerus, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta 

dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 
rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah. 

Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 

1997 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 selanjutnva 

menegaskan bahwa "untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

79 



BAB 6 
PEMBATALAN DAN PENCACABUTAN HAK 

ATAS TANAH 

6.1 Tinjauan Umum Mengenai Pencabutan Hak Atas Tanah. 

Pembatalan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan 

Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara masih dapat 

digunakan mengingat aturan peralihan dalam Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 

Pertanahan yakni dalam Pasal 84 menegaskan bahwa 

Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini 

dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi 
hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011. 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tidak secara khusus mengatur 

mengenai pembatalan hak atas tanah namun diatur dalam 

Ketentuan mengenai penyelesaian kasus pertanahan pada Bab 

107 
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